
BUPATI JEMBER 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI JEMBER 
NOMOR IL\' TAHUN 2022 

TENTANG 

PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KEBUPATEN JEMBER 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JEMBER, 

a. bahwa dalam rangka melaksanaka.D,-1,cc;i: 
Undang-Undang Republik IJJ.Qo~::i, 
tentang Keterbukaan I~rrp:~lflS 

b. bahwa berdasa~r..-~.~ 

al 7 ayat [3] 
ahun 200 

'?s+1Wg10c!fa,, dimaksud 
Bupati Jember 

mentasi di lingkungan 

mor 28 Tahun 1999 ten tang 
,ary= Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, 

n 1sme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
v.-----<Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4846); 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4846); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5038); 

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesiaan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 



tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3234), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6398); 

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, Terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 
Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, T ahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149 · 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 20 
Daerah (Lembaran Negara Republi 
Nomor 114, tambahan Lemb 
Nomor 5887), sebagai~t9i;ie--1:r, n 

t'N<½!:sill'!t'~epublik 
171\n'i)b/ilria\o:::l:;e aran Negara 

Pemerintah Nomo 
Indones· ~Cl._!;<J"120 

R 
un 2017 Ten tang Tata Kerja 

Penyelenggaraan Pemerintahan 
gara Republik Indonesia Tahun 2005 

ahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
r 't..l~..:> 

C-P, .. r-<<l'·uran Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 10 Tahun 
2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi 
di Lingkungan Kementrian Komunikasi dan Informatika; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan 
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 
Tahun 2017; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 
Tahun 2018; 

14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1); 



15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jember Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 1); 

16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Jember (Lembaran 
Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 8). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN 
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAHAN KABUPATEN JEMBER. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Jember. 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala 

Pemerintahan Daerah yang 
yang Menjadi Kewenangctu-·u~ro 

3. Bupati adalah Bute<"'">"'"tt''"~"I 
1 Lingkungan Pemerin tah 4. Perangkat 

Kabu.paterl(Ji,e 
sa Ada ~ atau yang disebut dengan nama lain 5. 

selanjutn Efj~ s sb---<f,uefberada di wilayah Kabupaten Jember. 
6. Sadan blik1 e a ah Pemerintah Desa Sadan Pemusyawaratan Desa, 

h · · Desa dan Badan Kerjasama Antar Desa. 
7. Akses i rmasi adalah kemudahan yang diberikan seseorang atau 

M arakat untuk memperoleh informasi publik yang dibutuhkan. 
Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban setiap badan publik untuk 
mempertanggungjawabkan pengelolaan sember daya dan pelaksanaan 
kewajiban yang telah dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian 
tujuan yang telah ditetapkan melalui media, pertanggungjawaban berupa 
laporan akuntabilitas Kinerja secara periodik. 

9. Dokumen adalah catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau 
diterima oleh pemerintah Kabupaten Jember dalam rangka pelaksanaan 
Kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lainya maupun terekam 
dalam bentuk apapun yang dapat dilihat, dibaca atau didengar. 

10. Dokumentasi adalah kegiatan menyimpan data, catatan dan/atau 
keterangan yang dibuat dan / a tau diterima oleh Pemerintah Kabupaten 
Jember. 



11. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang 
Mengandung nilai, makna, pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya 
yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai 
Kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan 
Komunikasi secara elektronik atau non elektronik. 

12. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, 
dikirim, dan/atau diterima oleh Pemerintah Kabupaten Jember yang 
berkaitan dengan Penyelenggara dan Penyelenggaraan Negara dan/atau 
penyelenggara dan Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Jember lainnya 
yang sesuai dengan Undang-uandang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan informasi publik serta informasi lain yang berkaitan dengan 
kepentingan publik. 

13. Informasi Publik Desa adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, 
dikirim, dan/ atau diterima oleh Pemerintah Desa yang berkaitan dengan 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, 
Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 

14. Informasi Publik Desa yang wajib disediakan dan diumumkan secara 
berkala adalah informasi publik Desa yang wajib disediakan d 
diumumkan secara berkala oleh PPID Desa melalui media informa · ang 
dimiliki Desa tanpa adanya permohonan lnformasi. 

15. Klasifikasi adalah pengelompokan informasi dan 
sistematis berdasarkan tugas pokok dan funsi 

:!pl.aµ:n,1e asi secara 

-~-- --~• a kategori 

16. 

17. 

19. 

20. 

21. 

22. 

informasi. 
Pelayanan informasi adalah jasa yan.,._.,..,.-· n 
Jember kepada masyarakat pe 
Pejabat Pengelola Infor e!ltl.IlKl nya disingkat 

jawab di bidang 
dan/ a tau pelayanan 

dengan PPID 

inform 

_,,---· k/P 
Pejabat 
yang 

'l),>"'•o,s"""'.. pada masing-masing badan 
IIJIJJLgKJ.Ultg,an Pemerintah Kabupaten Jember. 

.lpj·masj[.,dan Dokumentasi Organisasi Perangkat Daerah 
· ebut PPID Pelaksana adalah pejabat yang 

rjaJ.k:att,,,_tugas dan fungsi sebagai PPID pada OPD di lingkungan 
Pemerint abupaten Jember. 
Pe· at Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa yang selanjutnya disebut 
PPID Desa adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, 
pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan Informasi Publik Desa. 
pejabat PPID adalah team work yang bekerja menangani pengelola informasi 
dan dokumentasi di Badan Publik Pemerintah Kabupaten Jember. 
Pengelola Layanan lnformasi Dokumentasi yang selanjutnya disebut PLID 
merupakan wadah/bentuk struktur organisasi PPID dalam menjalankan 
tugas dan fungsinya. 
Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut 
RIPD adalah tempat pelayanan informasi dan dokumentasi publik dan 
berbagai informasi dan dokumentasi lainnya yang bertujuan untuk 
memfasilitasi penyampaian informasi dan dokumentasi publik. 



23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

Sistem Informasi dan Dokumentasi Publik yang selanjutnya disebut SIPD 
merupakan sistem penyediaan Jayanan dan pengelolaan data-data informasi 
dan Dokumentasi publik sehingga pelayanan informasi dan dokumentasi 
dapat secara cepat, mudah dan wajar sesuai Undang-Undang Republik 
Indonesia keterbukaan informasi Publik. 
Pengguna informasi publik adalah orang yang menggunakan informasi 
publik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 
Pemohon informasi publik adalah warga negara dan /atau badan hukum 
indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik. 
Pengelola dokumen adalah proses penerimaan, penyusunan, penyimpanan, 
pemeliharaan, penggunaan dan penyajian dokumen secara sistematis. 
Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah 
serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses 
penyelemggaraan tugas-tugas PPID. 
Daftar informasi dan dokumentasi publik yang selanjutnya disingkHv1J1DP 
dalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis g seluruh 
Informasi dan dokumentasi publik yang berada d1,·J. Ja'l~' 

Pemerintah Kabupaten Jember tidak termasuk inuifrrlffi, 
yang dikecualikan. 
Laporan Layanan Informasi dan 
LLID adalah Japoran yang berissj·.,g.;µn:~r$.ji ..,,. .• ..,,1u 
dan dokumentasi, pelak:§SanAAn a1:Y,<1<>-Kl mentasi, dan 

tur.1ti,).k-'Jnefningkatkan kualitas rekomendasi 
pelayanan in 
OPD 

p 
BUMD 
dimiliki 

di lingkungan Pemerintah 

merupakan perusahaan yang 
aerah Kabupaten Jember. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Bagian Kesatu 
Maksud 
Pasal2 

Pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi di Jingkungan Pemerintah 
Kebupaten Jember dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap OPD/BUMD dan 
Pemerintahan Desa dalam penyediaan, pengumpulan, pendokumentasian dan 
pelayanan informasi serta penetapan Pejabat pengelola informasi dan Dokumentasi. 



Bagian Kedua 
Tujuan 
Pasal 3 

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah: 
a. mewujukan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu yang transparan, 

efektif dan efesien, akuntabel serta dapat di pertanggungjawabkan; 
b. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di 

Lingkungan Pemerintahan Daerah untuk mnghasilkan layanan informasi dan 
dokumentasi yang berkualitas; dan 

c. OPD/BUMD dan Pemerintahan Desa mampu menyediakan, mengumpulkan, 
mendokumentasikan dan Menyampaikan informasi tentang kegiatan dan produk 
unit kerjanya secara akurat dan tidak menyesatkan. 

BAB Ill 
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN 

AKSES INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK 

Bagian Kesatu 
Pengelola Layanan Informasi dan Dok9Jlmt!~iis,I 

Pasal 4 

( 1) Pengelola layanan informasi 
yang terdiri dari Pemerintattµw~---i-,'Fl-1'1 
sebagai Sadan Pub!' 
dokumentasi. 

(2) Pengelol 

ya erdiri ~ 

Bagian Kedua 
ses Informasi dan Dokumentasi Publik 

Pasa!S 

Daerah 
akyat Daerah 

informasi dan 

(1 ormasi dan Dokumentasi Publik Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan 
Desa bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi dan 
dokumentasi publik, kecuali Informasi dan dokumentasi yang dikecualikan 
bersifat ketat, berbatas dan Rahasia. 

(2) Informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintahan Daerah dan 
Pemerintahan Desa dapat diperoleh oleh pemohon informasi dan dokumentasi 
publik dengen cepat, tepat waktu dan dapat diakses dengan mudah. 

(3) !nformasi dan dokumentasi publik yang dikecualikan sebagai mana dimaksud 
Pada ayat (1) sesuai dengan kepatutan, kepentingan umum, dan/atau 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 



(4) Informasi dan dokumentasi publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada pemgujian atas konsekuensi 
yang timbul apabila suatu informasi dan dokumentasi diberikan kepada 
masyarakat dengan pertimbangan yang seksama bahwa menutup informasi 
dan dokumentasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar 
daripada membukanya atau sebaliknya. 

(1) 

BAB IV 
HAK DAN KEWAJIBAN 

Bagian Kesatu 
Hak 

Pasal6 

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa berhak menolak memberikan 
informasi dan dokumentasi yang dikecualikan dan tidak sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan seperti: 
a. Informasi dan dokumentasi yang dapat membahayakan negara ; 
b. Informasi dan dokumentasi yang berkaitan deng epentingan 

Perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak seh 
c. Informasi dan dokumentasi yang berkaitan den 
d. Informasi dan dokumentasi yang ber]rkaltf~ll 

dan/atau 
e. Informasi dan dokumentasi~~~ej~t~qi ,-,··t->''1 .. 

"badi ; 
jabatan-

(2) Informasi dan Dokumen 
ayat (1) diajukan o 
ditetapkan dyfl'"'"' 

O>){l~Lerttasikan. 
ma~(lciimaksud pada 

.,,,..~ru,11a untuk selanjutnya 
an kewenangannya. 

I~ 

/ D \ I / 
~'v 

a I 

ewajiban 
Pasal 7 

(1) Pemerint aerah wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan 
In~ asi dan dokumentasi publik yang berada dibawah kewenangannya 

epada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(2) Pemerintahan Desa wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan 
Informasi dan dokumentasi publik desa yang berada dibawah kewenangannya 
kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa dapat membangun dan 
mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang dapat diakses 
dengan mudah. 



BABV 
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 

Bagian Kesatu 
Kriteria 
Pasal 8 

(1) Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilaksanakan oleh 
Pemerintah Daerah dengan membentuk dan menetapkan PPID. 

(2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada pejabat struktural 
yang membidangi tugas dan fungsi Pelayanan lnformasi dan Dokumentasi 
dan/atau kehumasan. 

(3) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pejabat 
Struktural / staf yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi 
Pengelola dan Pelayanan Informasi publik di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten jember. 

(4) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) terdiri dari 
PPID Utama Dan PPID Pelaksana/OPD dan BUMD merupakan suatu bentuk 
organisasi yang memiliki struktur kinerja melekat secara fungsional di masi 
masing jabatan stuktur pada OPD dan BUMD di lingkungan Pe mtah 
Kabupaten Jember. 

(5) Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Desa---qy~:-1 
Pemerintahan Desa dengan membentuk dan menetap:kaiwf'F),t.l). "-' 

(6) Untuk mendukung kegiatan dan kelembaga 
PLID. 

(1) P atau ,~ 0 L,s b utsmraa di lingkungan Pemerintahan Daerah 
°"0~~...,1 melalui Sekretaris Daerah. bertanggu! (~ e d 

(2) PPID atau yan di ebuvrr-1D utama berkedudukan di Dinas Komunikasi dan 
Informati en Jember. 

(3) Pembina P di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember adalah Bupati dan 
Wa · upati Jember. 

engarah / Atasan PPID di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember adalah 
Sekretaris Daerah Kabupaten Jember. 

(5) Tim pertimbangan adalah Asisten Pemerintahan dan dan Kesejahteraan 
Rakyat, Asisten Administrasi, Inspektur, Kepala Bagian Hukum dan 1 (satu) 
orang staf Bagian Hukum yang memiliki keterkaitan kompetensi terhadap 
data, dokumen dan informasi dimaksud. 

(6) PPID Pelaksana/OPD dan BUMD adalah PPID yang ada pada masing-masing 
satuan kerja perangkat daerah atau Organisasi Perangkat Daerah yang ada 
di Pemerintah Kabupaten Jember serta yang ada pada BUMD Kabupaten 
Jember. 

(7) Atasan PPID OPD (PPID Pelaksana) adalah masing-masing Kepala OPD di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember dan atasan PPID BUMD adalah 
Direktur BUMD milik Pemerintah Kabupaten Jember. 



(8) Ketua PPID atau disebutjuga Ketua PPID utama adalah adalah Kepala Dinas 
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember. 

(9) Penunjukan PPID (PPID Utama) dalam struktur PLID Ditetapkan melalui 
Keputusan Bupati Jember. 

(10) Susunan Organisasi PLID atau di sebut juga struktur organisasi PPID 
utama. 

(11) Susunan PLID di lingkungan Pemerintahan Daerah ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

(12) PPID Desa adalah Sekretaris Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa dan 
bertanggung Jawab kepada Kepala Desa. 

(13) Atasan PPID Desa atau disebut Juga Atasan PPID Utama Desa adalah kepala 
Desa pada Setiap Desa di Wilayah Kabupaten Jember. 

( 1) 
(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

Bagian Ketiga 
Tugas dan Kewenangan PPID 

Pasal 10 

PPID Utama bertanggungjawab kepada Bupati. 
PPID Utama dibantu oleh PPID Pelaksana yang berada di 
Perangkat Daerah, unit kerja, Perusahaan Daerah dan/ a tau 
yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
PPID Desa bertanggung jawab mengkoordin~~ip-1 panan dan 
pendokumentasian seluruh Informasi Pub -~0¢,fial v><m,, uc,rHma di Badan 
Publik Desa dan dapat berkoordina upate 
dalam hal pengelolaan seluruh !Infq!fm~~i 

PPID 8fs<1-i 
ut: /A', 

a 10 mempunyai tugas sebagai 

a. mengkl, ~ i L-a"oLI_l./ mengkonsolidasikan pengumpulan bahan 
inform si n entasi dari PPID Pelaksana; 

b. menyi , ndokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan 
Inform · epada publik; 

C. akukan verifikasi bahan informasi publik; 
melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan; 

e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan 
f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat. 
PPID Desa bertugas mengkoordinasikan penyediaan dan Pelayanan Informasi 
Publik Desa melalui pengumuman dan atau permohonan serta 
memberikan Informasi Publik Desa yang dapat diakses oleh publik setelah 
berkoordinasi dengan Badan Publik Desa. 

Pasal 12 

(1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
dan Pasal 11, PPID berwenang : 



a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan 
peraturan Perundang-undangan; 

b. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja komponen /satuan 
kerja yang menjadi cangkupan kerjanya; 

c. mengkoordinasikan pelayanan informasi dengan PPID Pelaksana yang 
menjadi cakupan kerjanya; 

d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidakmya diakses 
publik; dan 

e. menugaskan PPID Pelaksana untuk membuat, mengumpulkan, serta 
memelihara informasi dan dokumendasi untuk kebutuhan organisasi. 

(2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
dan Pasal 11, PPID Desa berwenang : 

a. mengkoordinasikan setiap Badan Publik Desa dalam melaksanakan 
pelayanan lnformasi Publik; 

b. memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak 
berdasarkan pengujian tentang konsekuensi; 

c. menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi 
Publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/raha · 
dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan cara 
bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolaka rsebut; 

d. menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas · si di bawah 
wewenang dan koordinasinya untuk memb n'l~~iJ1fita; dan/atau 
memutakhirkan Daftar Informasi Publi~se,'~'a/ ing sedikit 1 
(satu) kali dalam sebulan dala.i;n---i).l;tl1E3adlain/ P/ublijk:;~dnhiliki p,eiaoat 
fungsional dan/atau petugas--ififof"1l1~~-; 

( 1) Tata r~!-!'""u''l!.l'LI~ · ahan Daerah diatur oleh Bupati 
SU 

(2) Alur ~ania-" PIO pelaksana/OPD dan BUMD sebagaimana 
yang aua---avat (1), tercantum dalam lampiran I yang merupakan 
bagian · a 1sahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(3) Ja PPID Desa tercantum dalam lampiran II, yang merupakan 
·an tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Keempat 
PPID Pelaksana /OPD/BUMD 

Pasal 14 

(1) PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) mempunyai 
Kriteria sebagai berikut: 
a. merupakan pejabat struktural yang melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi PPID pada OPD dan BUMD; 
b. PPID Pelaksana dijabat oleh sekretaris atau Kepala Tata Usaha pada 

OPD/BUMD; 
c. PPID Pelaksana ditetapkan dengan keputusan kepala OPD/ BUMD; dan 



d. PPID Pelaksana bertugas membantu PPID Utama melaksanakan 
keten tuan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 
13. 

(2) PPID Pelaksana menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID 
secara Berkala dan sesuai kebutuhan. 

BABVI 
KELENGKAPAN PLID 

Bagian Kesatu 
Struktur Organisasi 

Pasal 15 

(1) Susunan organisasi PLID utama atau disebut juga struktur organisasi PPID 
Utama, terdiri dari: 
a. Pembina PPID; 
b. Pengarah / Atasan PPID; 
c. PPID; 
d. Tim pertimbangan (khusus pada PPID Utama); 
e. Sekretaris; 
f. Bidang pelayanan dan dokumentasi informasi ; 
g. Bidang pengolah data dan klasifikasi informasi; 
h. Bidang penyelesaian sengketa informasi; 
1. Pengelola publikasi; 
j. Pengelola data dan pengklasifi.~syaa:1[$. 
k. Pengelola penyelesaian serutket 
I. Anggota (PPID pel~~f 

(2) Bagan struktur A'lrP'.irtf 

( 1) tercaLJIBmt'JJ~Lc\ 

Ke,calna:tian dan Kelurahan). 
sletiaeai a yang dimaksud pada ayat 
~pa:'l<:,an bagian tidak terpisahkan dari 

Pasal 16 

(1) Susu organisasi PLID Pelaksana /OPD dan BUMD atau disebut Juga 
ktur Organisasi PPID Pelaksana /OPD dan BUMD, terdiri dari: 

a. Atasan PPID Pelaksana adalah kepala OPD / Pimpinan BUMD; 
b. PPID Pelaksana adalah sekretaris /Kepala Tata Usaha /pejabat yang 

membidangi Sekretaris; 
c. Bidang pelayanan dan dekumentasi informasi; 
d. Bidang pengolah data dan klafikasi informasi; 
e. Bidang penyelesaian sengketa informasi; dan 
f. Anggota. 

(2) Bagan struktur organisasi PLID pelaksana OPD/BUMD sebagaimana yang di 
maksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran I, yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 



(3) Susunan organisasi PLID Desa atau di sebut juga Struktur Organisasi PPID 
Desa terdiri dari: 
a. Atasan PPID Desa adalah Kepala Desa; 
b. PPID Desa adalah Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lain apabila 

Sekretaris Desa berhalangan; dan 
c. Pejabat Fungsional atau petugas Informasi Desa. 

(4) Bagan struktur organisasi PLID Desa sebagaimana yang di maksud Pada ayat 
(3), tercantum pada lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Bagian kedua 
Standar Operasional Prosedur PPID 

Pasal 17 

(1) Pedoman mengenai SOP PPID dan PPID Desa dibuat oleh badan publik dan 
badan publik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pedoman mengenai SOP PPID dan PPID Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) paling sedikit memuat ketentuan sebagai berikut: 
a. pejabat yang ditunjuk sebagai PPID utama PPID Desa dan PPID pelak a; 
b. orang yang di tunjuk sebagai pejabat fungsional dan au petugas 

informasi apabila diperlukan; 
c. pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewen at;:~$1PI PPID, PPID 

utama, PPID Desa, PPID pelaksana, b' dan pejabat 
fungsional; 

d. pejabat yang menduduki posisi,' ~~it~i 
yang bertanggung jawabYl'!fyt<1Lg ff:!l'l~-"''l'"f 

ajukan oleh pemo 
e. alur kerja PP~~~ uftlah-I'F'ill 

(3) Dalam p.e;nyi_JS\.1Jji~.n 
M 

1j}j:al'lj[j.n--'C aerah mengacu kepada Peraturan 
v,,,,... nesia yang mengatur ten tang standar 

•~;"-.;..,,_~an Pemerintah Kabupaten. 

Bagian Ketiga 
DIDP 

Pasal 18 

(1) DIDP paling sedikit memuat: 
a. nomor; 
b. ringkasan isi informasi; 
c. Pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi; 
d. Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi; 
e. waktu dan tempat pembuatan informasi; 
f. bentuk informasi yang tersedia; dan 
g. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip. 

(2) DIDP ditetapkan dan dimutakhirkan secara berkala oleh atasan PPID dan 
atasan PPID Desa. 



(3) Keseluruhan informasi dan dekomentasi publik yang sudah dipublikasikan 
Harus di serahkan kepada perpustakaan di lingkungan Pemerintah Daerah 
Untuk di lestarikan dan diklafikasi menjadi bahan pustaka. 

(4) Contoh format DIOP sebagaimana dimaksud pada lampiran III, yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Keempat 
RIDP 

Pasal 19 

(1) RIDP terletak dilokasi yang mudah dijangkau dan dilengkapi dengan sarana dan 
Prasarana yang memadai. 

(2) RIDP dikelola oleh pejabat fungsional dan/atau petugas informasi. 

Bagian Kelima 
SIDP 

Pasal20 

(1) SIDP dibuat dan dikembangkan oleh PPID untuk mempermudah akses P anan 
informasi publik. 

(2) Pengembangan SIDP sebagaimana dimaksud pada ayat secara 
terintegrasi antara PPID utama dengan PPID Pelaksan 

(3) SIDP di masing-masing Pemerintah Kabupate 
pemerintah Provinsi. 

(4) SIDP Desa dikembangkan ole _,_.,,m.1..1.. \911!-0JlITTg dan 
Pembangunannya wajib difa.,,·l-l1·,-,,,, 

MASI---Pl BLIK DAN INFORMASI PUBLIK DESA 
Bagian kesatu 

Umum 
Pasal 21 

ormasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah merupakan informasi yang 
dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, atau diterima yang berkaitan dengan 
kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

(2) Informasi publik di lingkungan Pemerintah Desa merupakan informasi yang 
dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, atau diterima yang berkaitan dengan 
kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

Pasal 22 

Informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diklasifikasikan menjadi 4 
(empat) kelompok yaitu : 
a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; 
b. Informasi yang wajib di umumkan secara serta merta; 



c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan 
d. Informasi yang dikecualikan. 

Bagian Kedua 
Informasi Publik 

Pasal23 

Informasi yang bersifat publik dikelompokkan berdasarkan subyek informasi sesuai 
dengan tugas pokok, fungsi dan kegiatan setiap OPD, meliputi: 

1. Informasi yang bersifat terbuka, yaitu informasi yang wajib disediakan dan 
diumumkan secara berkala, meliputi : 
a. Profil yang meliputi sejarah singkat, struktur organisasi, tujuan, 

Kedudukan, tugas dan fungsi, program kerja, dan sebagainya; 
b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Pemerintah Kabupaten Jember, 

Laporan akuntabilitas kinerja dan sebagainya; 
c. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangan; dan 
d. Informasi yang lebih detail atas permintaan pemohon. 

2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, yaitu informasi y 
dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan keterkaitan umum, 1puti: 
a. informasi mengenai bencana alam, seperti kekeringan, keb an hutan. 

Karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epide,u,-ns..,--v, ah, kejadian 
luar biasa, kejadian antariksa atau benda-bend~,u!ll"'-1" 

b. informasi mengenai tentang keadaan be 
Industri atau teknologi, dampak.,-1t,X:-d,lcIBtt) 
Lingkungan dan kegiatan keantaJl'il{ij;l3.11!.hi 

c. bencana sosial seperf 
atau Antar kom,y.,cn_µ,ti, 

d. informasi t 

ti kegagala 

yang menjadi sumber 

e :;~rmi1 

~ ~ makanan yang dikonsumsi oleh 

Masyar ~ t 
f. hal lai / yai\ am hajat hidup orang banyak. 

3. Informasi~hli ng wajib tersedia setiap saat, meliputi; 
a. daftar e uruh informasi publik yang berada dibawah penguasaan 

erintah kabupaten Jember tidak termasuk Informasi yang 
dikecualikan. 

b. hasil keputusan Pemerintah Kabupaten Jember dan latar belakang 
pertimbangannya; 

c. seluruh kebijakan yang ada serta dokumen pendukungnya; 
d. rencana kerja program/kegiatan, termasuk perkiraan pengeluaran 

Tahunan Pemerintah Kabupaten Jember; 
e. Perjanjian Pemerintah Kabupaten Jember dengan pihak ketiga; 
f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Pemerintah Kabupaten 

Jember dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; 
g. prosedur kerja pegawai pemerintah kabupaten jember yang berkaitan 

dengan pelayanan masyarakat; dan/ atau 
h. laporan mengenai pelayanan akses informasi Publik sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008. 



Pasal24 
lnformasi Publik Desa 

(1) Informasi Publik Desa paling sedikit terdiri dari: 
a. profil Badan Publik Desa yang meliputi alamat, visi misi, tugas dan fungsi, 

struktur organisasi, dan profil singkat pejabat; 
b. matriks Program atau kegiatan yang sedang dijalankan yang meliputi; 

nama program/kegiatan, jadwal waktu pelaksanaan, penanggungjawab 
sumber dan besaran anggaran; 

c. matriks Program masuk Desa yang meliputi program dari Pemerintah 
Pusat, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak ketiga serta 
data penerima bantuan program; 

d. dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja 
Pemerintah Desa dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah dan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 

e. peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 
berjalan; 

f. Laporan Kinerja Pemerintah Desa yang meliputi paling sedikit: 
1. laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir Tahun a aran; 

dan/atau 
2. laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir batan. 

g. Laporan Keuangan Pemerintah Desa yang palin · ·t 
1. laporan realisasi Anggaran Pendapatang,.i:tl!-I)~e1 
2. laporan realisasi kegiatan; 
3. kegiatan yang belum selesai--tfanl'I 
4. sisa anggaran; dan 
5. alamat pengata-i:m.i:i~ 

h. daftar per rta:11<!1w.1~1il ,.+"h-i,f .,,,~•··erintah Rebublik Indonesia 
De 

'""'--"""' a mendapatkan Informasi Publik desa. 
ajib diumumkan secara serta merta yaitu 

informasi ngancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban 

a. 1 tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan 
rena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, dan 

kejadian luar biasa; 
b. informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti pencemaran 

lingkungan; 
c. bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok 

atau antar komunitas masyarakat dan teror; 
d. informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber 

penyakit yang berpotensi menular; 
e. informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh 

masyarakat; dan/atau 
f. informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik. 



Bagian Ketiga 
Informasi Yang Dikecualikan 

Pasal25 

Informasi yang di kecualikan dalam pengelompokan informasi yang di kecualikan 
perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut : 
(1) Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi 

Publik. 
Untuk mendapakan informasi publik, kecuali Informasi publik yang apabila 
dibuka dan diberikan kepada pemohon : 
a. Informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu 

lnformasi yang dapat : 
1) menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; 
2) mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi,dan/atau korban 

yang mengetahui adanya tindak pidana; 
3) mengungkapkan data intilijen kriminal dan rencana rencana yang 

berhubungan dengan pencegahan dan penenangan segala bentuk 
kejahatan transional; 

4) membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum 
keluarganya; dan/ atau 

5) membahayakan keamanan peralatan, sarana dan/ ata,u--·rn:a 
hukum; 

b. Informasi publik yang apabila dibuka 
Informasi publik dapat menggan 
Kekayaan intelektual perlindli,u~iff'~ri 

c. Informasi yang apabil 
Publik dapat me ya 

.J(.llcl:1\..->lt:llat; 

w,n,.,mohon informasi 
119':~ilartan negara,yaitu; 

1) Informa 
B~~tj 

asi, taktik dan tehnik yang 
aHn---s,stem pertahanan dan keamanan 

r·erl~maan, pelaksanaan dan pengakhiran atau 
n---r1r-,Lwan ancaman dari dalam dan luar negeri; 

)Ilefhuat tentang strategi, intelijen, operasi, tehnik dan 
erkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan 

-..--··an negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan 
engakhiran atau evaluasi; 

Jumlah, komposisi, disposisi atau dislokasi kekuatan dan kemampuan; 
Dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta 
rencana pengembangannya; 

4) Gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau 
Instalasi militer; 

5) Data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas 
Pada segala tindakan dan/ atau indikasi negara tersebut yang dapat 
membahayakan kedaulatan negara Republik Indonesia dan/ Atau data 
terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati Dalam 
perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia; 

6) Sistem persandian negara; dan/atau 
7) Sistem intelijen negara. 



d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon 
Informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; Informasi 
Publik yang apabila dibuka dan diberikan kedapa pemohon Imformasi 
Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional: 
1) Rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional dana asing, 

saham dan aset vital milik negara; 
2) Rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, model operasi dan 

institusi keuangan; 
3) Rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, 

perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/ daerah lainya; 
4) Rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti; 
5) Rencana awal investasi asing; 
6) Proses dan hasil, pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga 

keuangan lainnya; dan/atau 
7) Hal-ha! yang berkaitan dengan proses pencetakan uang. 

e. Informasi publik yang apabila di buka dan diberikan pada pemohon 
Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri: 
1) Posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara 

dalam hubungannya dengan negosiasi internasional; 
2) Korespondensi diplomatik antar negara; 
3) Sistem komunikasi dan persandian yang 

hubungan internasional dan/atau; 
4) Perlindungan dan pengaman infrastruktu 
f. Informasi yang apabila dibuka da 

bersifat pribadi dan kemauruJ,te:Pi¾ClH 

luar negeri. 
utenti ng 

g. Informasi yang apabila Jllql,1-H;aJ 

(2) 

publik dapat men 

2) Riw t(lf d s· kesehatan fisik, dan psikis 
1) Riwayat d u 

eseorar.~ \~i-I 1 

3) Kandis~ 1fF ~~ n a e , apatan, dan rekening bank seseorang; 
4) Hasil-h/a~l \,~a · ehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan 

rekomit9d~i mampuan seseorang dan/atau; 
5) Catat yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan 

1atan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal; 
Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan 
publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi 
Informasi atau Pengadilan; dan 

1. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang 
Republik Indonesia. 

Prinsip-prinsip yang harus di perhatikan dalam mengelompokkan informasi 
yang dikecualikan : 
a. Ketat, artinya untuk mengkategorikan informasi yang di kecualikan harus 

bener-benar mengacu pada metode yang valid dan mengedepankan 
obyektivitas; 

b. Terbatas, artinya informasi yang di kecualikan harus 
informasi tertentu untuk menghindari penafsiran yang 
kesewenangan; dan 

terbatas pada 
subyektif dan 



c. Tidak mutlak, artinya tidak ada informasi yang secara mutlak di kecualikan, 
ketika kepentingan publik yang lebih besar memnghendakinya. 

(3) Pengecualian harus melalui metode uji konsekuensi bahaya (consequential 
harm test) yang mendasari penentuan suatu informasi harus di rahasiakan 
Apabila informasi tersebut dibuka. 

(4) Untuk lebih menjamin suatu informasi dapat dibuka atau ditutup secara 
Obyektif,metode sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan uji 
Kepentingan publik (balancing public interest test) yang mendasari penentuan 
informasi harus ditutup sesuai dengan kepentingan publik. 

(5) Pengklasifikasian akses informasi harus di sertai pertimbangan tertulis tentang 
implikasi informasi dari sisi politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan 
keamanan. 

(6) Usulan klasifikasi akses informasi yang bersifat ketat dan terbatas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tersebut diatas diajukan 
oleh OPD/BUMD yang memiliki kemandirian dalam mengelola kegiatan, 
anggaran dan administrasi. 

(7) Penetapan sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf c di lakukan rapat 
pimpinan untuk dituangkan dalam berita acara. 

BAB VIII 
PENDOKUMENTASIAN INFORM 

Pasal26 

...,_,v-,uformasi, Pendokumen tasian informasi 
catatan dan/ atau keterangan y_..,-,1,.__.,,. 
Pemerintahan Desa di~,<J.ll''5"-'::'-'\ 

cMl~rPb/ BUMD dan 

membantu PPID Y~"'f'fl 
informasi dg;"Uat=e:r,rp::t\1::aJnl 
Indon · an bi.,,~~•!!. 

aku di ling 
pendokumenta ian 1 

a. Diskriminas · ih l\'lt"rna-s1 : 

Jember guna 
ormasi, pendokumentasian 

~lk!fian perundang-undang Republik 
YJeffi:tiuran dibidang Tata Persuratan yang 

mt@afi Kabupaten Jember. Adapun tahapan dalam 
eliputi : 

Setiap OPD~ _____ buat ringkasan untuk masing masingjenis informasi 
b. Verifi · mformasi : 

iap informasi deferikasikan sesuai dengan jenis kegiatannya. 
c. Otentikasi informasi : 

Dilakukan untuk menjamin keaslian informasi melalui validasi informasi oleh 
Setiap OPD/BUMD. 

d. Kodefikasi informasi: 
1. Untuk mempermudah pencarian informasi yang dibutuhkan, maka 

Dilakukan kodefikasi; 
2. Motode pengkodean di tentukan oleh masing masing OPD 

e. Penataan dan penyimpanan informasi. 



BAB IX 
MEKANISME PERMOHONAN JNFORMASI DAN DOKUMENTASI 

Bagian Kesatuan 
Pasal27 

Pemohon informasi dan dokumentasi meliputi : 
a. Perseorangan; 
b. Kelompok masyarakat; 
c. Lembaga swadaya masyarakat; 
d. Organisasi masyarakat; 
e. Partai politik; dan/atau 
f. Sadan publik lainnya. 

Pasal 28 

Pemohon informasi dan dokumentasi wajib memenuhi persyaratan: 
a. mencatumkan identitas yang jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

dan/atau peraturan perundang-undangan; 
b. mencantumkan alamat dan Nomor telepon yang jelas; 
c. menyampaikan secara jelas jenis informasi dan ~ ..... - .. tasi yang 

dibutuhkan; 
d. mencantumkan maksud dan tujuan permohonan · 

jelas dan dapat dipertanggung jawabkan; da 
e. biaya yang timbul akibat permohona.1yirtfor1~ 

lain lain) dibebankan pada pem!ott9Jlt--iiltrcl1"'a: 

(1) Setiap p ~to,ri.u,n, r""'"""-----~ dapat mengajukan permintaan untuk 
mempero eh a · an dokumentasi publik kepada pemerintahan daerah 
terkait s.eaan~ !is. 

(2) Untuk _,...,~,..enuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon 
/ gguna Informasi publik, PPID melalui desk layanan informasi publik, 
memberikan Layanan langsung dan layanan melalui media cetak dan 
elektronik. 

(3) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa 
layanan informasi secara langsung, yaitu layanan informasi publik yang 
dikategorikan publik dan wajib tersedia secara berkala dan setiap saat, 
dengan makanisme pelayanan sebagai berikut: 
a. pemohon informasi datang ke desk layanan informasi dan mengisi 

formulir permintaan informasi dengan melampirkan pelayanan fotocopy 
pemohon dan pengguna informasi: 

b. petugas memberikan tanda bukti penerima permintaan informasi publik 
kepada pemohon informasi; 



c. petugas memperoses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan 
formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh 
pemohon informasi publik; 

d. petugas memenuhi permintaan informasi sesuai dengan yang di minta oleh 
pemohon/pengguna informasi. Apabila informasi yang diminta masuk 
dalam kategori kecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 

e. petugas memberikan tanda bukti penyerahan informasi publik kepada 
pengguna informasi publik. 

(4) Layanan informasi yang dimaksud pada ayat (3) dapat berupa layanan informasi 
secara tidak langsung dengan melalui media online maupun media cetak, yaitu 
informasi publik yang tersedia dan di umumkan secara berkala dilayani melalui 
website Pemerintahan Daerah atau Dinas Komunikasi Dan Informatika 
Kabupaten Jember dan media cetak yang tersedia. 

Bagian Ketiga 
Jangka Waktu Penyelesaian 

Pasal30 

(1) Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon in 
dilakukan setelah pemohon informasi publik 
telah ditentukan. 

(2) Waktu penyelesaian dilaksanakan paling l.arribarf,-cJ 
Informasi diterima melalui pemberitah:iµan,.-tc 
permintaan informasi diterii!ll'a-;::::,.,,ri~r!rtiLtni 

a i kerja sejak 
· uti 
dan 

(3) 

perpanjangan waktu pem.1).entap.µ~11 

a. 
b. .<;Pnni,ran 

.W;i~i!t4..paaa ayat (2) berisikan: 
en saannya ataupun tidak; 

.,....,L_ ..---:n atas informasi dengan alasan 

esuai ·it1 r~--- _.,,. gan; 
c. Alat pe !J•W'i:la)ii:jn d r informasi yang akan diberikan; dan / a tau 
d. Biaya p~~\_0nbu ibat untuk memperoleh informasi yang diminta, 

dimarn~,ibil:tt rsebut dibebankan kepada pemohon informasi. 
(4) Jika PPID embutuhkan perpanjangan waktu maka, selambat-lambatnya 7 

(tu· hari kerja sejak tanggapan pertama diberikan,dan 
ika permohonan informasi diterima, maka dalam surat pemberitahuan juga 

dicantumkan materi informasi yang diberikan, format, informasi apakah dalam 
Bentuk soft copy atau data tertulis, serta biaya apabila dibutuhkan untuk 
Keperluan penggandaan atau perekam.bila permintaan informasi ditolak, maka 
Dalam surat pemberi tahuan dicantumkan alasan penolakan berdasarkan UU 
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

BAB X 
PEMBINMN DAN PENGENDALIAN PENATMN PLID 

Pasal 31 
(1) Pembinaan dan pengendalian penataan PLID Kabupaten dilakukan oleh 

Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan Pusat. 



(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dilakukan mulai: 
a. Fasilitas dan koordinasi; 
b. Peningkatan kapasitas PPID; 
c. Monitoring dan evaluasi; dan 
d. Dukungan teknis administrasi 

(3) Menetapkan pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan 
Pemerintahan kabupaten jember sebagaimana terantum dalam lampiran 1 dan 
Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

(4) Dalam menjalankan fungsinya dan sebagai tidak lanjut Peraturan ini 
diperlukan Keputusan Bupati dan Standart Operasional Prosedur (SOP) 
Pelayanan publik bagi Penjabat Pengelola lnformasi Dan Dokumentasi (PPID) 
Kabupaten Jember. 

BAB XI 
KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI 

Bagian Kesatu 
Keberatan 
Pasal 32 

(1) Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan keb,~,;i;a.{l 
kepada atasan PPID berdasarkan alasan berikut: 
a. Penolakan atas permintaan informasi b 

dimaksud dalam Pasal 27 ayat (7) ; 
b. Tidak disediakannya informa,si--· aal'l 

1. Setiap badan pub!' 
berkala; 

2. "',i'nr,nh<I ..se1Qal!1a ,1,11,u1c11 '1'if'l'•"!ud a ayat (1) meliputi : 
a " lbei'1ta g.ct1J.--v>1dan Publik; 

secara 

b) j{j:gialtfrn aan kinerja badan publik berkaitan; 
c) r'nh<I"" ,<:Hi:lJ-s"'-1loran keuangan; dan/ a tau 
d) as· lai ng diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

3. Ke 'i memberikan dan menyampaikan informasi publik 
seb 1mana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling sedikit 6 
enam) bulan sekali. 

4. Kewajiban memperluaskan informasi publik sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b poin 1, disampaikan dengan cara yang mudah 
dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. 

5. Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b poin 4 
ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan 
Dokumentasi di badan publik terkait. 

6. Ketentuan tentang kewajiban badan Publik memberikan dan 
menyampaikan informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud 
Ayat (1) huruf b poin 1, poin 2, dan poin 3 diatur lebih lanjut dengan 
petunjuk teknis Komisi Informasi. 



c. Tidak ditanggapinya permintaan Informasi; 
d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; 
e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi; 
f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau 
g. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang

Undang Republik Indonesia keterbukaan informasi publik. 
(2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g 

dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak. 

Pasal33 

(1) Keberatan diajukan oleh pemohon informasi Publik dalam jangka waktu paling 
lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) 

(2) Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh 
Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) 
hari kerja setelah diterimanya keberatan secara tertulis. 

(3) Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila atas PPID 
menguatkan putusan yang dikuatkan oleh bawahannya. 

(1) Sengketa informas· 

Bagian Kedua 
Fasilitas Sengketa Int'Qorma,si 

Pasal 

Mb1fm!isi~usat dan/atau 
Komisi informa · nvrfu,Y. a a upaten/kota Sesuai 
dengan 
Pemoh ,n-imtnr,,IHI 

(2) P aju 
Pemohon 
setelah d' 

pejrrp.<p,g.on mformasi yang di ajukan 
i.u1>v«1asan tanggapan atasan PPID. 

e ·mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
a,1n.,.-,,,,:,l,'lu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja 

apan tertulis dari atasan PPID. 

Pasal 35 

ekanisme dan tata cara upaya penyelesaian sengketa Informasi Publik 
dilakukan sesuai dengan ketentuan perUndang-Undang Republik Indonesia. 

(2) Kepala Daerah melalui atasan PPID menetapkan tim fasilitasi sengketa 
Informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi yang 
dibentuk oleh PPID Utama. 

(3) Surat keputusan penetapan tim fasilitasi sengketa informasi juga berfungsi 
sebagai surat kuasa untuk bersidang mewakili Pemerintahan Daerah 
Kabupaten di Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. 

(4) Tim fasilitas sengketa informasi diketahui oleh PPID Utama dan beranggotakan 
PPID Pelaksana, pejabat yang menangani bidang hukum dan pejabat fungsional 
serta pejabat/ staf lainya sesuai kebutuhan. 



(5) PPID Utama melaksanakan fasilitas penanganan sengketa informasi dengan 
melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama PPID Pelaksana terkait, pejabat 
yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional dan pihak lain yang 
dipandang perlu. 

(6) Mekanisme kerja tim fasilitas penanganan sengketa informasi diatur oleh tim 
Berdasarkan arahan Atasan PPID. 

(7) Tim melaporkan proses penanganan dan hasil penyelesaian sengketa informasi 
kepada Atasan PPID. 

BAB XII 
PELAPORAN 

Pasal36 

Setiap Tahun PPID wajib mengumumkan layanan informasi yang meliputi : 

a. Jumlah permintaan informasi yang diterima; 

b. Waktu yang diperlukan Pemerintahan Kabupaten Jember dalam m 
setiap Permintaan informasi; dan 

c. Jumlah pemberian dan penolakan 
penolakan permintaan informasi. 

(1) Per 
etiap 

Kabu 

•OJJ"-Ki"'. acuan dan wajib dilaksanakan oleh 
as rangkat Daerah di lingkungan Pemerintah 

a engelolahan informasi publik, dokumentasi dan 
n informasi publik, penanganan pengaduan dan 

i-.>~~ngketa Informasi. 
(2) dalam peraturan bupati 1m terbuka untuk disempumakan dan 

embangkan sesuai dengan kebutuhan. 

Pasal38 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Jember 
Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan 
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember (Serita Daerah 
Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 60), dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 



Pasal 39 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember. 

Ditetapkan di Jember 
pada tanggal i ~(It 2022 

BUPATI JEMBER, 

ttd 

HENDYS 



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI JEMBER 
NOMOR : I Y TAHUN 2022 
TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN 
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DILINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER 

STRUKTUR ORGANISASI PELAYANAN INFORMASI 
SUSUNAN ORGANISASI PLID 

ATAU DISEBUT JUGA 

BAGAN ORGANISASI PPID 



I. Tugas dan Fungsi 
a. PPID 

Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan 
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. 
1) Penghimpunan informasi publik dari seluruh OPD di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Jember; 
2) Penataan dan penyimpanan informasi Publik yang diperoleh dari seluruh 

OPD di Pemerintah Kabupaten Jember; 
3) Pelaksanaan konsultasi informasi Publik yang termasuk Dalam kategori 

dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik; 
4) Penyelesaian sengketa lnformasi. 

b. Tim pertimbangan 
Tugas: 

C. 

Membahas serta memberikan pertimbangan serta mengevaluasi Pelaksanaan 
kegiatan pengelolahan dan pelayanan informasi di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Jember. 
Fungsi: 
1) Pembahasan dan pengusulan terhadap jenis yang 

dikecualikan; 
2) Pemberian pertimbang-timbangan atas 

informasi yang dikecualikan; 
3) Penyelesaian dan pemutusan t 

oleh pemohon informasi; 
4) Penyelesaian terhad-_,..,,_.,.""I"' 

e 

dan 
dan p 

a.u. _,...,uengkoordinasikan, mengkonsolidasi-kan 
utan informasi, pendokumentasian informasi, 

si dari PPID Pelaksana/OPD. 

anaan koordinasi penyusunan program pengelolaan lnformasi dan 
okumentasi; 

2) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang-bidang; 
3) Pelaksanaan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pengumpulan 

informasi dan dokumentasi; 
4) Pelaksanaan administrasi pelayanan informasi dan dokumentasi; 
5) Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan 

informasi publik melalui media cetak atau Online; 
6) Pelaksanaan koordinat dalam rangka pemberian pelayanan Informasi 

dan dokumentasi; 
7) Pelaksanaan monitoring,evaluasi,dan pelaporan kegiatan 

Pengelola informasi dan dokumentasi. Untuk melaksana tugas dan 
fungsinya sekretaris dibantu oleh sekretariat, dengan uraian tugas 
sebagai berikut: 



d. 

a) Melaksanakan perencanaan penyusunan program pengelola 
informasi dan dokumentasi; 

b) Melaksanakan informasi dan konsolidasi dalam rangka 
pengumpulan informasi dan dokumentasi; 

c) Melaksanakan administrasi dalam rangka penyediaan pelayanan 
informasi dan dokumentasi; 

d) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan 
pelayanan informasi; 

e) Menginventarisasi informasi yang dikecualikan dari masing masing 
PPID Pelaksana. 

Bidang Pelayanan dan Dokumentasi lnformasi 
Tugas : 
Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/ atau memberikan 
pelayanan informasi kepada publik 
Fungsi : 
1) pelaksanaan perencanaan program dibidang pelayanan dan 

dokumentasi informasi: 
2) pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi; 
3) pengelolaan dan pengembangan di bidang informasi dan.~w•• 

publik; 
4) pengelolaan sistem informasi dan dokumenta 
5) penyediaan informasi dan dokumen 

informasi; 
6) penyimpanan dan pemelih1waarr<ilb1du1ri 
Untuk melaksanakan faiK~H:I. 

informasi dibant1 L---n....,,n 

pelayanan 

.y/8Jharl.,,....da:n dokumentasi 
uraian tugas se bagai 

berikut: 
1) rangka menyusun 

aang pelayanan informasi; 
kajian dan 

2) ~la\11a\19JLP si.hlil"s<IBr. 
3) n ordinasi dalam rangka pengumpulan data dan 

1 agai bahan publikasi; 
4) Me · an bahan penyajian informasi; 

eyusun topik-topik pelayanan informasi. 

e. Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi 
Tugas: 
Mengelola dan memberikan pelayanan konsultasi klasifikasi informasi dan 
dokumentasi. 
Fungsi: 
1) Pelaksanaan perencanaa program di bidang pengolah data Dan 

klasifikasi informasi; 
2) Pelaksanaan konsultasi klasifikasi informasi publik; 
3) Inventarisasi pengklafikasian informasi dan dokumentasi; 
4) Penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan. 



Dalam rangka memenuhi permohonan informasi, untuk melaksanakan 
tugas dan fungsinya bidang pengelola data dan klasifikasi informasi 
dibantu oleh pengelola data, dengan uraian tugas sebagai berikut: 
1) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi; 
2) Melaksanakan pengembangan sistem informas; 
3) Menyusun rencana dan program pengelolaan data dan lnformasi; 
4) Mengumpulkan,mengelolah,dan menyajikan data dan informasi; 
5) Melaksanakan identifikasi data dan informasi; 
6) Melaksanakan klasifikasi data dan informasi 

f. Bidang Penyelesaian Sengketa lnformasi 
Tugas: 
Melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa informasi publik. 
Fungsi: 
1) Pelaksanaan perencanaan program bidang penyelesaian sengketa 

informasi; 
2) Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian 

sengketa informasi; 
3) Pelaksanaan verifikasi, laporan, dan rekomendasi atas pengad 

sengketa informasi; 
4) Pelaksanaan advokasi penyelesaian sengketa inforIIj<«s1_,..., 

Untuk melaksanakan tugas dan fungsin i:a-:~q:l;!t:r;t 
informasi dibantu oleh pengelola p~fet&$i~/3.t' 
tugas sebagai berikut : 

atau 

sengket 
an 

1) Menyusun pertimbangs1-ir:llt;1l{tUn engJLaK 

2) 

informasi publik:~~gi 
Undang Re~w•i"I 

p ti,11Llil1l' 
g.11.,µ1111'1 I 

3) Menyus 

peraturan perUndang-

eratan yang disampaikan pemohon 

an dan/atau sengketa informasi; 
4) Menyus 

penyele 
dan pendampingan hukum dalam rangka 

a informasi. 



Setda. Kab. Jember). Untuk memberikan kajian hukum dalam ha! penyelesaian 
sengketa informasi. 

9. Dalam ha! informasi yang disampaikan oleh sengketa sudah sesuai dengan 
harapan pemohon atau hasil dari penyelesaian sengketa cukup memuaskan 
pemohon, maka pelayanan informasi selesai. 

10. Apabila hasil penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh bidang penyelesaian 
sengketa dianggap oleh pemohon tidak memuaskan, maka dimintakan mediasi 
ke Komisi Informasi Provinsi. 

11. Dalam melaksanakan tugasnya sengketa dan bidang-bidang dalam struktur 
PPID akan melakukan koordinasi dan konfirmasi kepada PPID Pelaksana sesuai 
dengan lingkup kewenangan masing-masing. 

1. Tugas dan Fungsi 
a. PPID Pelaksana / OPD 

Togas: 
Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan 
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di 
lingkungan OPD. 
Fungsi: 
1) Penghimpunan informasi publik berupa data-data 

sesuai tupoksi dan peranan dari OPD yang bersang:!5-1-~tl..i 
2) Penataan dan penyimpanan serta penge:~Ba~ll.Ili ri.ncroJT 

berupa data-data dan dokumentasi ses 
yang bersangkutan; 

3) Pelaksanaan pengujian dan/4erriHE(1J>Elfi 
dalam kategori dikeµat"!'t~a 

4) Penyelesaiaan et in 

ermasuk 
-~~tintuk publik; 

b. Sen ar\ ~ 
ugas: ~\ 

Meren~ , I an, mengkoordinasikan, mengkonsolidasi-kan 
dan me ge al" an ngumpulan informasi, pendokumentasian, pendataan 
inform , elayanan informasi yang menjadi kewenangan OPD. 

F gsi: 
1) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program pengelolaan informasi dan 

dokumentasi; 
2) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang-bidang; 
3) Pelaksanaan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pengumpulan 

informasi dan dokumentasi; 
4) Pelaksanaan administrasi pelayanan informasi dan dokumentasi; 
5) Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan 

informasi publik melalui media cetak atau media online; 
6) Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan 

dokumentasi; 
7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengelolaan 

informasi dan dokumentasi. 



Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sekretaris dibantu oleh 
sekretariat, dengan uraian tugas sebagai berikut: 
1) Melaksanakan perencanaan penyusunan program pengelolaan informasi 

dan dokumentasi; 
2) Melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pengumpulan 

informasi dan dokumentasi; 
3) Melaksanakan administrasi dalam rangka penyediaan pelayanan 

informasi dan dokumentasi; 
4) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pelayanan 

informasi. 

c. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi 
Tugas: 
Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/ atau memberikan 
pelayanan informasi kepada publik . 
Fungsi: 
1) Pelaksanaan perencanaan program di bidang layanan dan dokumentasi 

informasi; 
2) Pelaksanaan pelayanaan informasi dan dokumentasi 
3) Pengelolaan dan pengembangan di bidang informasi 

publik; 
4) Pengelolaan sistem informasi dan dokumenta 
5) Penyediaan informasi dan dokume:masv al~:ti pelayanan 

informasi publik; 
6) Penyimpanan dan pemelih18.I\a:afr1llb}qu1n 1li?rtl1'1~.tJJ~ ik. 

Untuk 
infi 
ber 

e an dan dokumentasi 
engan uraian tugas sebagai 

e s am rangka menyususn 
dis 1s di bidang pelayanan informasi; 

2) Mel n isasi; 
3) Mel saf!sl,kain koordinasi dalam rangka pengumpulan 

info asi sebagai bahan publikasi; 
enyiapkan bahan penyajian informasi; 

5) Menyusun topik-topik pelayanan informasi. 

d. Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi · 
Tugas: 

kajian dan 

data dan 

Mengolah dan memberi layanan konsultasi klasifikasi informasi dan 
dokumentasi. 
Fungsi: 
1) Pelaksanaan perencanaan program di bidang pengolahan data dan 

klasifikasi informasi; 
2) Pelaksanaan penghimpunan, pengolahan, identifikasi, penyimpanan dan 

pengembangan data informasi dan dokumentasi yang diperolah atau 
terkumpul sesuai dengan kewenangan /tupoksi OPD yang bersangkutan 

3) Pelaksanaan konsultasi klasifikasi informasi publik; 



4) Inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi; 
5) Perumusan informasi yang dikecualikan; 
6) Perumusan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu 

pengecualiannya; 
7) Penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka 

memenuhi permohonan informasi. 
Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya bidang pengolahan data dan 
klasifikasi dibantu oleh pengelola data, dengan uraian tugas sebagai 
berikut: 
I) Melaksanakan penataan dan pengelolaan data informasi dan 

dokumentasi 
2) Melaksanakan pengembangan sistem informasi 
3) Menyusun rencana dan program pengelolaan data informasi dan 

dokumentasi; 
4) Mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data informasi dan 

dokumentasi; 
5) Melaksanakan identifikasi data dan informasi; 
6) Melaksanakan klasifikasi data dan informasi. 

e. Bidang Penyelesaian Sengketa lnformasi 
Tugas: 
Melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa i 

Fungsi: 
1) Pelaksanaan 

informasi; 
2) Pelaksanaan 

informa ·; 
3) Pe s a 

sengk :f i o 
4) Pelak 4\1 a 

u 

atas pengaduan atau 

Untuk ela}.s-a:tiakan tugas dan fungsinya bidang penyelesaian sengketa 
inform · dibantu oleh pengelola penyelesaian sengketa, dengan uraian 

as sebagai berikut: 
1) Menyusun pertimbangan hukum terkait rencana penolakan memberikan 

informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan 
perUndang-Undang Republik Indonesiaan 

2) Menyusun pertimbangan hukum atas keberatan yang di sampaikan 
pemohon dan/ atau pengguna informasi 

3) Menyusun verifikasi pengaduan dan/ atau sengketa informasi; 
4) Meyusun pertimbangan dan pendampingan hukum dalam rangka 

penyelesaian sengketa informasi. 

2. Kedudukan dan Penunjukan PPID Pelaksana /OPD: 
a. PPID Pelaksana OPD berkedudukan di OPD masing masing 
b. PPID Pelaksana / OPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD Perangkat 

Daerah. 



Alur Kerja PPID Pelaksana / OPD 

KETERANGAN ALUR KERJA PPID PELAKSANA/ OPD 
1. Pemohon pengajukan permohonan layanan informasi kepada PPID 
2. Sekretariat menerima permohonan, kemudian mencatat data pemohon dan data 

tentang informasi yang diminta 
3. Sekretariat memberikan tanda bukti pengajuan permohonan kepada pemohon 
4. Berdasarkan data informasi yang diminta, bidang klarifikasi melakukan 

pengecekan apakah informasi yang diminta oleh pemohon termasuk dalam 
kategori dikecualikan. Apabila termasuk data yang dikecualikan, maka bidang 
klarifikasi mengembalikan ke sekretariat untuk disampaikan kembali kepada 
pemohon. Sedangkan apabila informasi tidak termasuk yang dikecualikan maka 
permohonan diteruskan ke Bidang Layanan Dokumentasi lnformasi. 

5. Bidang layanan dokumentsi informasi menyiapkan materi jawaban. 
6 . Berdasarkan bahan/ a tau data dari bidang layanan dokumentasi informasi, 

sekretariat menyusun jawaban atas permohonan yang diterima . 
7. Sekretariat menyampaikan informasi kepada pemohon 
8. Apabila pemohon menganggap informasi yang diperoleh tidak sesuai den 

yang diharapkan, maka pemohon dapat mengajukan keberatan kepa 
langsung PPID sehingga terjadi sengketa informasi. Apabila te · 
bidang penyelesaian sengketa melakukan upaya untuk pe~~ .... ~.,,~Jia.P 

9. Dalam hal informasi yang di sampaikan oleh penye 
dengan harapan pemohon atau hasil da · 
memuaskan pemohon , maka pelayana 

ng eta, 
ngketa. 
ah sesuai 

10. Apabila hasil penyelesaian seng~\.CA., ..... 
sengketa dianggap oleh pe 

yelesaian 
1ntakan mediasi 

ke Komisi Informasi ..,r_, . .,.", . .rT 

Guna memperole dapat melakukan 
konsultasi g 

BUPATI JEMBER, 

ttd 

HENDYS 

ma Madya 
5 199202 1 001 



BIDANG P 

DANDO 

..---1 FO ..,.. 

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI JEMBER 
NOMOR : Ii TAHUN 2022 
TENTANG : PEDOMAN PENGELOLMN INFORMASI 
DAN DOKUMENTASI DILINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER 

STRUKTUR ORGANISASI PLID DESA 

ATASAN PPID 
Kepala Desa 

KETUA PPID 
Sekreta ris Desa 

PENYELESAIAN 

SENGKETA INFORMASI 

SEKRETARIS 



PEMOHON SEKRETARIAT 

0 

Tldek 

Ya 

ALUR KERJA PPID 

111DANG KLARlf ll<ASI BlDANG LAYANAN 
DOKUMENTASI INFO 

81>1\HO PENYELE5"11\N 
SENGKETA PPIO PEMBAHTU KOMIS! 

INfORMASI 

Keterangan Alur Kerja PPID Pemerintah -,.,--·- ,.."JI"' 

1. Pemohon mengajukan permohona ..,,..,,.,_,,..., 
2 . Sekretariat menerima perm 

tentang informasi y 
3. Sekretariat me mohon kepada pemohon. 

bidang klarifikasi melakukan 
1minta oleh pemohon termasuk dalam 

ila termasuk data yang dikecualikan, maka 
alikan ke sekretariat untuk disampaikan kepada 

, apabila informasi tidak termasuk yang dikecualikan 

4 . 

maka per onan diteruskan ke bidang layanan dokumentasi informasi, 
ahan ma teri informasi yang ada/ tersedia. 

1dang layanan dokumentasi informasi menyiapkan materi 
berdasarkan bahan materi/ data dari bidang klarifikasi informasi dan 
data. 

jawaban, 
pengelola 

6 . Berdasarkan bahan/data dari bidang layanan dokumentasi informasi, 
sekretariat menyusun jawaban atas permohonan yang diterima. 

7. Sekretariat menyampaikan informasi kepada pemohon. 
8. Apabila pemohon menganggap informasi yang diperoleh tidak sesuai dengan 

yang diharapkan, maka pemohon dapat mengaju kan keberatan kepada atasan 
langsung PPID sehingga terjadi sengketa informasi. Dalam hal terjadi sengketa, 
bidang penyelesaian sengketa melakukan upaya untuk menyelesaikan sengketa, 



STRUKTUR ORGANISASI PLID - PPID PELAKSANA 

HENDYS 

:e1:1:uu~~(l(J:f'.ma Madya 
199202 1 001 



LAMPJRAN III PERATURAN BUPATI JEMBER 
NO MOR : I~ TAHUN 2022 
TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI 
DAN DOKUMENTASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN JEMBER 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER 
SEKRETARIAT DAERAH 

JALAN SUDARMAN NO. 1 JEMBER 

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK 
(RANGKAP DUA) 

No. Pendaftaran (diisipetugasf: 490/ ........... /35.09.323/ ..... . 
Nama 

..................................................................................... 
Alamat 

····················································································· 
····················································································· 

Nomor Telepon/Email 

····················································································· 
Rincian Informasi yang Dibutuhkan 

·············································································· ... 

Tujuan P 
...................... E. . .............. . 
·······················[70 ................................... . 

······················ ····························································· 
Cara ..-~···peroleh lnformasi** D: l. 

M · at/membaca/mendengarkan/mencatat 
2.0 Mendapatkan salinan informasi 

(hardcopy / softcopy)*** 
Cara Mendapatkan Salinan lnformasiO: 1. Mengambil Langsung 

2D Email 

30 Melalui No WhatsApp Pemohon 



Petugas meja Informasi 
Penerima Permohonan) 

( .............................. ) 
Nama dan Tanda Tangan 
Tangan 

Keterangan : 

...... ' .................................... . 

Pemohon lnformasi 

( ............................ ) 
Nama dan Tanda 

• Diisi oleh petugas berdasarkan Nomor registrasi permohonan Informasi Publik 
•• Pilih salah satu dengan memberi tanda (✓ ) 



Hak-hak Pemohon Informasi 
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan lnformasi Publik 

I. Pemohon informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang 
berada di Badan Publik kecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan 
diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses 
penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas 
kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak 
sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap 
kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; 
Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi ak 
otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun siat 
seseorang; Mengungkap rahasi pribadi; Memorandum urat-surat 
antar Badan Publik atau mitra Badan Publik 12:---1rmnlllirut sifatnya 
dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Jnf.:>ri'ru.-,, engadilan; 
Informasi yang tidak boleh diungkapkarv-J?v~3.~tif¼:i\u:i, ng-Undang 
Republik Indonesia. (b) Badan r.Hcuu-«: ember· n 
informasi yang belum dikua~tr;,~·411 

II. Pastikan anda mend t IP~rri1\rid1ttal"ln~c-' rmasi berupa 
Nomor pendaftaJ'l'lZ:hK " . Bila tanda terima 
tidak di .Hu'""-"'a,1 K ,,~<- eja Informasi alasannya, 
mllJI'l:@:µf\ rang lengkap. 

III. em 1hP.11'i~U uy..,,un. mendapatkan pemberitahuan tertulis 
atas __ ,,,.....,. a permohonan informasi dalam jangka waktu 
10 ( erja sejak diterimanya permohonan informasi. 
Peme i t aerah Kabupaten Temanggung dapat memperpanjang 
wakt ntuk memberijawaban tertulis 1 x 7 hari kerja. 

IV. abila pemohon informasi tidak puas dengan keputusan PPID 
Pemerintah Kabupaten Jember (misal menolak permintaan anda atau 
memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi 
dapat mengajukan keberatan kepada Penanggungjawab Pengelolaan dan 
Pelayanan lnformasi Publik di Pemerintah Kabupaten Jember dalam 
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi 
ditolak. Penanggungjawab Pengelolaan dan Pelayanan lnformasi Publik 
wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan 
pemohon informasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak 
keberatan tertulis yang diajukan oleh pemohon informasi diterima. 

V. Apabila pemohon informasi tidak puas dengan keputusan keberatan, 
maka pemohon informasi dapat mengajukan permohonan penyelesaian 
sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Daerah Provinsi Jawa 



Timur dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan 
atas keberatan diterima oleh pemohon informasi publik. 



P&j 
~ 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER 
SEKRETARIAT DAERAH 
JALAN SUDARMAN NO. 1 JEMBER 

FORMULIR PEMBERITAHUAN TERTULIS 

Berdasarkan permintaan Informasi pada tanggal .... bulan .... Tahun .... dengan 
Nomor pendaftaran .......................................... , Kami menyampaikan kepada 

Saudara/i: 
Nama 

····················································································· 
Alamat 

, ................................................................................... . 

····················································································· 
Nomor Telepon/Email 

····················································································· 

Pemberitahuan sebagai berikut: 
A. Informasi Dapat Diberikan 

No Hal-hal terkait Keterangan 
Informasi Publik 

Kami 1. Penguasaan Informasi 
Publik** 

1. D 
2. Badan Publik I 

2. Bentuk fisik yang 
tersedia** 

3. Biaya yang 
dibutuhkan*** 

Rp .......................................................... . 

5. Penjelas penghitaman/pengaburan Informasi yang dimohon**** (tambahkan 

ke s bila perlu) 

····················································································································· 
........................ 

8. Informasi tidak dapat diberikan karena:** 
D Informasi yang diminta belum dikuasai 
D Informasi yang diminta belum didokumentasikan 
Penyediaan informasi yang belum didokumentasikan dilakukan dalam jangka 

waktu ................. ***** 
............. (tempat), .............. (tanggal/bulan/Tahun) 

Pejabat Pengelola Informasi dan 
Dokumentasi 

(PPID) 

Keterangan: ( .•••....••.....•.................. ) 
* Diisi sesuai dengan Nomor 

pendaftaran pada formulir 
Nama dan Tanda Tangan 

** 

pennohonan. 
Pilih salah satu dengan memberi tanda ( ✓ ). 



*** Biaya penyalinan (fotokopi a tau disket) dan/ a tau biaya pengiriman (khusus 
kurir dan pos) sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan. 

**** Jika ada penghitaman informasi dalam suatu dokumen, maka diberikan 
alasan penghitamannya. 

***** Diisi dengan keterangan waktu yang jelas untuk menyediakan informasi 
yang diminta. 



Nomor 
Tuggal 
Nmu 
.-\Jamal 
Nomor Kollllk 
Pelwjun 
Iamrmui Yugl>imiab 
Ta,iuu Penggnnun l'lformui 
Stumw.n.wi 
pemberilal,mntertalis. 
BotakWonmsi Dilmual 
Jaia PffllJ!)kaUD 

• °taa'r'mn 
Hari du Tuggal 

diisi 
diisi 
diisi 
diisi 
diisi 
diisi 

um 

Ya Tdk: 

tmda(~: 

Behm, 

Didol..1lmen• 
w,hn 

So&
ccpy 

isi kepmmm dmm pemberitahum tertalis. 
abml penohkm oleb amm PPID. 

~---·1m112ng: 
&. 

informni publik ~-mg dimim. 
emohcn hifomwi Publik. 

Biaya c.v. 



Nama 
Alamat 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER 
SEKRETARIAT DAERAH 
JALAN SUDARMAN NO. 1 JEMBER 

SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMINTAAN 
No. Pendartaran: * ................... . 

. ···························································· 

Nomor Telp/email ............................................................ . 
Rincian Informasi yang di butuhkan : ......................................................... . 

PPID memutuskan bahwa Informasi yang diminta adalah : 

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 

Pengecualian Informasi didasarkan pada alasan : 

8 
Pasal 17 Huruf ...... UU Keterbukaan Informasi Publik ** 
Pasal ... Undang-Undang Republik Indonesia ....... *** 

Bahwa asarkan Pasal -Pasal di atas, membuka lnformasi tersebut dapa 
menimbulkan konsekuensi 
sebagai berikut: 

·········································································· ····· 
Dengan demikian menyatakan bahwa: 

Jika Permohon I~,~'"F'ii'I' 
dapat 
pulu ari kerj Ds 

~ 

'1~""~µ,--•· .. , maka Pemohon Informasi 
selambat-lambatnya 30 (tiga 

utusan ini. 
.......... (tempat), .............. (tanggal/bulan/Tahun) 

Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi 
(PPID) 

( .............•..............•.•.............•............ ) 
Nama dan Tanda Tangan 

Keterangan: 
* Diisi oleh petugas berdasarkan Nomor registrasi permohonan Informasi Publik. 
** Diisi oleh PPID sesuai dengan pengecualian pada Pasal 17 huruf a - i UU KIP. 
*** Sesuai dengan Pasal 17 huruf j UU KIP, d iisi oleh PPID sesuai dengan pasal 

pengecualian dalam undang -undang lain yang mengecualikan informasi yang 
dimohon tersebut (sebutkan pasal dan undang -undangnya). 

**** Diisi oleh petugas dengan memperhatikan batas tentang jangka waktu 
pemberitahuan tertulis sebagaimana diatur dalam UU KIP dan Peraturan ini. 



-

PEMERINT AH DAERAH KABUPATEN JEMBER 
SEKRETARIAT DAERAH 

JALAN SUDARMAN NO. 1 JEMBER 

FORMULIR KEBERATAN 
(RANGKAP DUA) 

A. INFORMl\111 Pt:NGI\JU KKBERATAN 

Nomor Reatstnal Keberatan 
Nomor PtndaRaran Ptrmlnlun 
lnforma,I 

·-----------------' .. 
Tujuan Ponaaunaan lnformaal 
ldtnlllu Pcmobon 

Namn 
1\10111111 

l'okorjuun 
Nomor Telop<•n 

ldrotltat Kua,a Prmobon •• 
Nama 
Alamot 

Nnmor ·rc:lqxm 

II, 1\1,AIIAN Pl!.NUAJUAN KKBl!.RATAN• .. 

11 l'crmohonun lnlbrm111i di lolak. 
h lnfornwi hcrkalo lidalc ditedlakan 
c. l'crmin1aun 1nformaai lidak dilll"lllllPI 
d l'crm1n1UU11 antbrmoai dhnn11111pl tidak scbapl,II\IU~, • .,,ilf, 
•· l'crm1n1aan mrom1111I lidnk diponuhl 
C 11,ayu Yll"II dlkonakan 1idak ~ar 
a lnl'ormaal dlaampalkllll molo~b™Jlonlil!Dl-+i~llr)'w 

an ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, 
,,,,_,....an terimakasih . 

.......................... (tempat), ........................... [tanggal), (bulan], (Tahun] **** 

Mengetahui, ****** 
Petugas lnformasi 

(Penerima Keberatan) 

( .................................... ) 
Nama & Tanda Tangan 

Pengaju Keberatan 

( ···················· ......................... ) 
Nama & Tanda Tangan 



KETERANGAN 
* Nomor register pengajuan keberatan diisi berdasarkan buku register 
pengajuan keberatan 
** Identitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dan 
melampirkan Surat Kuasa. 
*** Sesuai dengan Pasal 35 UU KIP, dipilih oleh pengaju keberatan sesuai 
dengan alasan keberatan yang diajukan 
**** Diisi sesuai dengan ketentuan jangka waktu dalam UU KIP 
***** Tanggal diisi dengan tanggal diterimanya pengajuan keberatan yaitu sejak 

keberatan dinyatakan Jengkap sesuai 
dengan buku register pengajuan keberatan. 

****** Dalam ha! keberatan diajukan secara langsung, maka formulir keberatan 
juga ditandatangani oleh petugas yang 

menerima pengajuan keberatan. 



Kdfl'angan: 
No. 
Tgl 
Nun& 
ALaaut 
N-Kantak 
Pei.-ja.u, 
No. Pendaftann PamiJllaaa lnfw erl 

lnfonnasl Yang dbntnu 
Tojaaa ~o.gg ■en lafonaasi 
Alasan ...._luan Keber•tan (Paul 
35 ayat fl) UU KIP) •. 

REGISTER 
KEBERATAN• 

JiW tentang nomor registrasi~Un.. 

diisi tentang tanggal keberatan.ditooril-
diisi dens,m Na.ma Pcmohcn 
Jii.<U tftltang alam.at le-~ 
diisi tentang nomor 
diisi tentang P" 
diisi 

Ket-t'-~¥..!~!!"'l!li Pubtik 

b. -~,u_,,ediakannya informasi berkala 
c. ak ditanggapinya permintaan informasi 

. Dalam hal kebontan kattna alasaninfonnaou yang tidal< 

Permintaan informasi tidak sitanggapi sebagaimana yang diminta 
e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi 
f. Pengenaan biaya yang tidak wajar 
g. Penyampaian informasi yang melebihi jangka waktu yang diatur dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Keterbukaan Informasi Publik 



Keputusan atasan PPID diisi dengan keputusan yang diambil oleh Atasan PPID. 
Hari dan Tanggal Pemberian tanggapan atas Keberatan 

diisi hari dan tanggal pemberian tanggapan atas keberatan. 
Nama dan Posisi Atasan PPID : diisi dengan siapa pejabat yang akan memberikan ~apan sesuai dengan kewenan 

ada pada SPO Badan Publik atau Pejabat yang ditunjuk untuk eWakili atasan PPID 
Tanggapan Pemohon Informasi diisi dengan tanggapan Pemohon Infor ID 

H, 




